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ABSTRAK  

 

Mohamad Fathoni.  Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Undag 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan MaqāṢ id Al-Syarī‘ah. 

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal dalam melakukan perkawinan 

tersebut dilihat dari kedewasaan sikap anak itu sendiri, di samping persiapan 

materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran 

baku, namun pada umumnya anak dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah 

diatas usia 18 tahun untuk wanita, dan 20 tahun lebih untuk laki-laki. Akan tetapi 

berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (No. 16 Tahun 2019) 

yang mengatur batas usia laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan 

perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan jika sudah mencapai 

usia 19 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun, calon pengantin baik 

laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali 

yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk 

melaksanakan perkawinan. Bahkan bagi calon yang usianya masih di bawah atau 

kurang dari 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. 

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai 

batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum 

Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang 

universal, integral, dan koprehensif, yaitu teori Maqāṣ id al-Syarī‘ah, sebuah teori 

hukum Islam yang tidak yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Quran dan 

Sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor 

lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.Sasaran utama Maqāṣ id al-

Syarī‘ah adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, 

sebab yang menjadi target syariah adalah manusia itu sendiri. 

Pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) 

Bagaimana peraturan batas usia minimal perkawinan dalam perspektif Undang-

Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019? 2) Bagaimana peraturan batas usia 

perkawinan dalam perspektif Maqāṣ id al-Syarī‘ah 3) Bagaimana perspektif 

Maqāṣ id al-Syarī‘ah terhadap perturan batas usia perkawinan dalam Undang-

Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Indonesia? 

Dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus ada dialog 

antara maqashid asy-syari’ (kehendak Tuhan, yang tercakup di dalam nash) dan 

maqashid al-‘ibad (keinginan hamba), artinya hukum itu harus disesuaikan 

dengan konteks ruang dan waktu yang sesuai dengan maqashid al-‘ibad. Adapun 

maqashid asy-syari’ah dari sisi syari’ (pembuat hukum) mencakup empat aspek: 

pertama, tujuan syari‟ah adalah untuk kemaslahatan; kedua, syari‟ah sebagai 

sesuatu yang harus dipahami; ketiga, syari‟ah sebagai hukum taklif yang harus 

dilaksanakan; dan keempat, tujuan syari‟ah adalah untuk membawa manusia ke 

naungan hukum. 

 

Kata Kunci : Perkawinan, Undang-Undang dan MaqāṢ id Al-Syarī‘ah   
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ABSTRACT 

 
Mohamad Fathoni. Marriage Age Limit Arrangement in Undag Perspective 

of Law Number 16 Year 2019 and Maqashid al Syari'ah. 

 

In a variety of literature, the ideal age of marriage is seen from the maturity 

of the child's own attitude, in addition to adequate material preparation. There are 

no standard rules and standards for marriage, but in general children considered to 

be adults to get married are over the age of 18 for women, and 20 years for men. 

However, it is different from the Marriage Law in Indonesia (No. 16 of 2019) 

which regulates the age limit of men and women who will enter into a marriage 

only permitted for men and women if they reach the age of 19 years. However, if 

the bride has not reached the age of 21 years, the bride and groom candidates are 

required to obtain permission from their parents or guardians which is manifested 

in the form of a permit as one of the conditions for carrying out the marriage. 

Even candidates whose age is under or less than 19 years must obtain a 

dispensation from the court. 

According to Islamic law, although there is no definitive explanation of the 

age limit for marriage for men and women, there is a theory of Islamic law that is 

able to formulate the age limit based on a universal, integral and comprehensive 

understanding, namely the theory of Maqāṣ id al-Syarī ' ah, a theory of Islamic 

law that does not only look at the textuality of the Koran and the Sunnah in 

formulating a law, but also looks at other factors in the form and purpose of law 

enforcement. The main goal of Maqāṣ id al-Syarī'ah is to create benefit for the 

Ummah humans in general, because the target of sharia is the humans themselves. 

Departing from the background of the above problems, the subject matter to 

be investigated can be formulated as follows: 1) What is the minimum age limit 

for marriages in the perspective of Marriage Law No. 16 of 2019? 2) What is the 

marital age limit regulation in the perspective of Maqāṣ id al-Syarī„ah 3) What is 

the perspective of the Maqāṣ id al-Syarī„ah regarding the marriage age limit 

regulation in Marriage Law No. 16 of 2019 in Indonesia? 

In order to achieve this benefit there must be a dialogue between maqashid 

asy-shari '(God's will, which is included in the text) and maqashid al-'ibad 

(servant's desire), meaning that the law must be adapted to the context of space 

and time in accordance with maqashid al-'ibad. The maqashid asy-shari'ah in 

terms of shari'ah (lawmaker) includes four aspects: first, the purpose of the 

shari'ah is for benefit; second, sharia as something that must be understood; third, 

sharia as taklif law that must be implemented; and fourth, the aim of the shari'ah is 

to bring people to the auspices of the law. 

 

Keywords: Marriage, Law and Maqashid al Shari'ah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif - tidak dilambangkan 

 Ba B Be 

 Ta T Te 

 Tsa Ts te dan es 

 Jim J Je 

 Ha ḥ  
ha dengan garis di 

bawah 

 Kha Kh ka dan ha 

 Dal D De 

 Dzal Dz de dan zet 

 ra‟ R Er 

 Zai Z Zet 

 Sin S Es 

 Syin Sy es dan ye 

 Shad Sh es dan ha 

 Dhad Dh de dan ha 

 Tha Th te dan ha 

 Zha Zh zet dan ha 

 „ain „ koma terbalik diatas 
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 Ghain Gh ge dan ha 

 Fa F Ef 

 Qaf Q Ki 

 Kaf K Ka 

 Lam L El 

 Mim M Em 

 Nun N En 

 Wau W We 

 Ha H Ha 

 Hamzah ' Apostrof 

 ya‟ Y Ya 

 

2. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dhammah U U 

b. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan  ya Ai a-i 

 fathah dan wau Au a-u 

Contoh: 

                      kaifa                                        ḥ aula 
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c. Vokal Panjang (maddah): 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif Ā a dengan garis di atas 

 fathah dan ya Ā a dengan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dengan garis di atas 

 ḍ ammah dan wau Ū u dengan garis diatas 

Contoh: 

 qāla     qīla 

 ramā     yaqūlu 

3. Ta Marbūthah 

a. Transliterasi Ta‟ Marbūthah hidup adalah “t” 

b. Transliterasi Ta‟ Marbūthah mati  adalah “h” 

c. Jika Ta‟ Marbūthah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ ” 

(“al-”) dan bacaannya terpisah, maka Ta‟ Marbūthah tersebut 

ditranslitersikan dengan  “h” 

 

Contoh: 

                 raudhatul athfal atau raudhah al-athfal 

 al-Madīnatul Munawwarah, atau al-

madīnatul al-Munawwarah 

                               thalḥ atu atau Thalḥ ah 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

 nazzala 

 al-birr  
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5. Kata Sandang “  “ 

Kata Sandang “  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung  “_”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf 

syamsiyyah. 

Contoh:  

  al-qalamu 

  al-syamsu 

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri 

tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh: 

                    wa mā Muḥ ammadun illā rasūl
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